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Praktik ijārah merupakan salah satu akad yang sering dilakukan oleh 
masyarakat di kecamatan Sukarame, Bandar lampung. Ijārah yang sering 
dilakukan berupa sewa-menyewa kontrakan atau indekos. Namun sebuah 
fenomena menarik peneliti temukan dalam praktik sewa-menyewa indekos di 
kecamatan Sukarame.  Indekos yang masih dalam tahap pembangunan atau masih 
setengah jadi sudah langsung dilakukan akad dan pembayaran uang panjar oleh 
penyewa kepada pemilik indekos. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, 
bagaimana praktik sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun di kecamatan 
Sukarame kota Bandar Lampung? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam 
tentang praktik sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun di kecamatan 
Sukarame kota Bandar Lampung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menjelaskan praktik sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun di kecamatan 
Sukarame kota Bandar Lampung serta untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam 
tentang praktik sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun di kecamatan 
Sukarame kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian 
lapangan (Field Research). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang 
penulis gunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang 
terfokus di kecamatan Sukarame kota Bandar Lampung. Setelah data terkumpul 
peneliti melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis kualitatif dengan 
pendekatan berpikir menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian, 
pelaksanaan sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun di kecamatan 
Sukarame kota Bandar Lampung dilaksanakan terhadap objek akad yang belum 
diketahui serta belum dapat diserahterimakan pada saat akad, yaitu berupa indekos 
yang belum jadi. Selain itu, terdapat beberapa indekos yang ternyata masih belum 
jadi tepat pada waktu yang telah dijanjikan. Adapun terhadap tinjauan hukum 
Islam tentang praktik panjar sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun di 
kecamatan Sukarame tidak dibolehkan dalam Islam. Hal ini karena telah merusak 
salah satu rukun dan syarat sah dari akad Ijārah karena di dalamnya terdapat 
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َعن أَبِي هَُرْيَرةَ قَال : نَهَى َرُسْىُل ّللّاِ َصلَى ّللّا َعلَْيِه َوَسلّم َعْن بَْيِع اْلَحَصاِة 
 َوَعْن بَْيِع الَْغَررِ 
Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah SAW. melarang jual beli 
hashah (jika kerikil yang dilempar mengenai benda tertentu maka benda 
tersebut harus dibeli dan terjadi transaksi) dan jual beli gharar 
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A. Penegasan Judul 
Judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Praktik Sewa-Menyewa Indekos yang Sedang dibangun”. Sebagai 
kerangka awal untuk mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas 
serta memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu 
adanya uraian terhadap penegasan arti dan definisi dari beberapa istilah 
yang berkaitan dengan judul ini. Dengan penegasan judul tersebut 
diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman atau multitafsir dalam 
memahaminya. Adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 
Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu 
Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang 
diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua orang yang 
beragama Islam
1
. Dalam pengertian lain, hukum Islam adalah hukum-
hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-
Qur’an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, 
misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syûra, dan denda akilah.
2
 
Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 
kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan 
                                                     
1
 Alaiddin Koto, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: RasjaGrafindo Persada, 2012), h. 26. 
2
 Siti Mahmudah, Reformasi Syariat Islam: Kritik Pemikiran Khalil Abdul Karim, Dalam 





pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu 
disanggupi pembayarannya.
3
 Sewa-menyewa dalam hukum Islam disebut 
ijārah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa 
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam arti 
umum, ijārah atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan 




Indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa 
makan.
5
 Dapat dipahami bahwa indekos merupakan sebuah jasa yang 
menawarkan suatu tempat tinggal untuk ditinggali dengan sejumlah 
pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu (umumnya dengan 
membayar per bulan). 
Sedang dibangun disini maksudnya indekos yang menjadi objek 
sewa-menyewa masih dalam tahap pembangunan atau perbaikan,dapat 
dikatakan baru setengah jadi atau belum jadi. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
judul penelitian ilmiah ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Praktik Sewa-menyewa Indekos yang Sedang dibangun” (Studi di 
Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung). Maksud dari judul penelitian 
                                                     
3
 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: 
Pradnya Paramita, 2001), h. 381.  
4
 Mohammad Nadzir, Fiqh Muamalah Klasik, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 
h. 70. 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia 





tersebut di atas adalah praktik penerapan panjar sewa-menyewa indekos 
yang sedang dibangun, dimana sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, 
khususnya para mahasiswa yang melakukan transaksi sewa-menyewa 
indekos di seputar kampus UIN Raden Intan Lampung di kecamatan 
Sukarame dalam tinjuauan hukum Islam. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun beberapa alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan 
menentukan judul tersebut adalah :  
1. Alasan Objektif 
Alasan obyektif yang membuat penulis tertarik untuk membahas 
judul ini adalah: 
a. Bahwa terjadi transaksi sewa-menyewa indekos yang sedang 
dalam tahap pembangunan di kecamatan Sukarame kota Bandar 
Lampung. 
b. Bahwa penyewaan indekos yang sedang dibangun merupakan 
suatu fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di sekitar 
kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, oleh 
karena itu perlu untuk diteliti agar mendapatkan pemahaman dan 
pengetahuan tentang praktik tersebut. 
2. Alasan Subjektif 






a. Pokok bahasan mengenai panjar indekos yang sedang dibangun ini 
belum pernah dibahas oleh kakak tingkat terdahulu dalam 
penyusunan skripsinya di Fakultas Syari’ah. 
b. Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai dengan 
disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang mua’malah Fakultas 
Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
c. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia 
di perpustakaan sehingga memudahkan penulis untuk membahas 
judul ini. 
 
C. Latar Belakang 
Adalah fitrah setiap manusia untuk memiliki tempat tinggal yang  
dapat dijadikan sebagai tempat beristirahat dan melindungi diri, 
walaupun dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, hal ini sesuai 
dengan kemampuan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Kebutuhan 
tempat tinggal yang semakin bertambah membuat harga rumah 
meningkat, sehingga tidak semua orang dapat membeli atau membangun 
tempat tinggal, namun mereka tetap bisa menempatinya yaitu dengan 
cara menyewa. 
Dalam Islam sewa-menyewa dikenal dengan ijārah, yaitu akad 
pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah 





(ownership/milkiyah) atas barang itu.
6
 Menurut Amir Syarifuddin ijārah 
secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau 
jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah 
manfaat atau benda dari suatu jasa disebut ijārah al„ain, seperti sewa-
menyewa rumah untuk ditempati. Sedangkan bila yang menjadi objek 
adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijārah dzmimah 
atau mengupah, seperti mengupah jasa pekerja.
7
 
Praktik sewa-menyewa atau ijārah saat ini menjadi kegiatan 
muamalah yang sering sekali dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana 
yang terjadi pada masyarakat di kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. 
Mayoritas masyarakat Sukarame membuka usaha sewa-menyewa 
indekos, hal ini dikarenakan daerah ini terletak dekat dengan salah satu 
lembaga pendidikan yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung, sehingga banyak mahasiswa rantauan yang mencari tempat 
tinggal sementara di sekitar kampus, baik berupa kontrakan maupun 
berupa indekos. 
Ramainya mahasiswa yang mencari sewaan indekos membuat 
usaha sewa indekos menjadi usaha yang paling diminati oleh masyarakat 
setempat, sehingga tak sedikit masyarakat setempat membangun indekos-
indekos baru yang nantinya  akan disewakan kepada mahasiswa. Namun 
sebuah fenomena menarik peneliti temukan dalam praktik sewa-
menyewa indekos di kecamatan Sukarame.  Indekos yang masih dalam 
                                                     
6
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 245. 
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tahap pembangunan atau masih setengah jadi sudah langsung dilakukan 
akad oleh penyewa kepada pemilik indekos. Padahal, indekos yang 
menjadi objek sewa (mauqud „alaih) dalam akad sewa-menyewa ini 
belum diketahui bentuk dan kondisinya serta belum dapat 
diserahterimakan, sehingga calon penyewa tidak dapat menikmati 
langsung manfaat dari objek yang disewakan. 
Sewa-menyewa pada dasarnya merupakan bagian dari penjualan, 
karena sesungguhnya penjualan adalah kepemilikan dari sesuatu, yang 
membedakannya adalah akad ijārah yaitu akad jual beli manfaat untuk 
masa tertentu.
8
 Para fuqaha bersepakat disyaratkan adanya kemampuan 
untuk menyerahkan barang saat akad terjadi. Maka, sebuah akad tidak 
sah apabila si pengakad tidak mampu menyerahkan objek yang 
diakadkan, meskipun barang itu ada dan milik si pengakad. Dalam 
kondisi ini akad menjadi batal.9 
Dalam fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
pembiayaan ijārah dijelaskan pula bahwa objek atau manfaat ijārah 
harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 
jahalah (ketidaktahuan) yang nantinya bisa mengakibatkan sengketa.
10
 
Menurut para fuqaha, objek akad sebaiknya diketahui agar menghalangi 
adanya perselisihan dikarenakan ada larangan yang disebutkan di dalam 
                                                     
8
 Oni Sahroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 
h.79. 
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 Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, 
Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 497. 
10
 Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press 





sunnah untuk melakukan bai‟ gharar (jual beli yang mengandung 
gharar) dan bai‟ majhul (jual beli terhadap sesuatu yang tidak 
diketahui).
11
 Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.: 
ِ ْبُن إِْدِرْيَس َويَْحَي ْبُن َسِعْيٍد  ثَنَا َعْبُدَّللاَّ ثَنَا أَبُى بَْكِر ْبُن أَبِي َشْيبَتَ َحدَّ وَحدَّ
ثَنَا  ثَنِي ُزهَْيُر ْبُن َحْرٍب َواللَّْفظُ لَهُ َحدَّ َوأبُْى أَُساَمتَ َعْن ُعبَْيِد الَِّه ح و َحدَّ
نَاِد َعْن اْْلَْعَرِج    ثَنِي أّبُْى السِّ ِ َحدَّ َعن أَبِي يَْحيَى ْبُن َسِعْيٍد َعْن ُعبَْيِد َّللاَّ
نَهَى َرُسْىُل َّللّاِ َصلَى َّللّا َعلَْيِه َوَسلّم َعْن بَْيِع اْلَحَصاِة : هَُرْيَرةَ قَال 
.َوَعْن بَْيِع اْلَ َررِ 
12
 
Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi 
Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin idris dan 
yahya bin Sa‟id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan 
diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair 
bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Sa‟id  dari „Ubaidillah telah menceritakan 
kepadaku Abu Az-Zainal dari Al A‟raj dari Abu Hurairah 
berkata: “Rasulullah SAW. melarang jual beli hashah (yaitu: jual 
beli dengan melempar kerikil) dan jual beli gharar”. 
 
Pada hadist di atas dapat menjelaskan bahwa Rasulullah melarang 
melakukan akad atas sesuatu barang yang belum jelas kepastiannya dan 
belum dapat dipastikan apakah barang tersebut akan ada atau tidak. 
Begitu pula yang terdapat pada akad sewa-menyewa indekos yang 
sedang dibangun, di mana objek (mauqud „alaih) pada ijarah haruslah 
jelas, dikarenakan dalam sewa menyewa manfaat harus dikenali secara 
spesifik sedemikian rupa juga harus dikenali dengan jelas objeknya. 
Namun, terlepas dari benar ataupun salah, bagi masyarakat kecamatan 
Sukarame praktek sewa indekos semacam ini sudah dianggap sesuai, 
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dengan alasan praktek sewa itu terjadi karena sudah adanya kesepakatan 
antara kedua belah pihak serta merupakan keinginan dari kedua belah 
pihak itu sendiri. Selain itu, dengan praktik sewa-menyewa indekos yang 
sedang dibangun menjadi solusi bagi pihak yang sedang mencari indekos 
yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhannya, serta agar nantinya tidak 
mudah untuk diserahkan kepada pihak lain. 
Maka, dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas peneliti 
merasa perlu untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
praktik sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun sebagaimana yang 
terjadi di kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. 
 
D. Fokus Penelitian 
Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada 
praktik sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun, yaitu fokus 
terhadap objek sewa-menyewa, yang dalam hal ini berupa indekos yang 
sedang dibangun atau belum jadi, di mana telah dilakukan akad dan 
terhadap indekos yang sedang dibangun tersebut yang akan ditinjau 
secara hukum Islam,  di kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. 
 
 
E. Rumusan Masalah 
1.  Bagaimana praktik sewa-menyewa indekos yang sedang dibangun di 





2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa 
indekos yang sedang dibangun di kecamatan Sukarame, Bandar 
Lampung? 
 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menjelaskan praktik sewa-menyewa indekos yang sedang 
dibangun di kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. 
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-
menyewa indekos yang sedang dibangun di kecamatan Sukarame, 
Bandar Lampung. 
 
G. Signifikasi Penelitian 
1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu 
memberikan alternatif informasi, bahan referensi, serta memberikan 
pemahaman terkait dengan praktik sewa-menyewa indekos yang 
sedang dibangun, yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 
Khususnya para mahasiswa yang melakukan transaksi sewa-
menyewa indekos. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi 
penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 
berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 
2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 






H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field 
Research), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan 
sebenarnya yakni menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka 
untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.
13
 
Dalam hal ini data bersumber dari orang-orang yang dianggap mampu 
memberikan informasi berkaitan dengan pembahasan khususnya 
orang-orang yang terlibat melakukan transaksi sewa-menyewa 
indekos yang sedang dibangun di kecamatan Sukarame, Bandar 
Lampung. 
2. Sifat Penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. 
Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek 
yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran dan lukisan secara 
sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta 
hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu
14
. 
Dalam kaitan penelitian ingin menggambarkan dan melakukan 
analisis dengan apa adanya berkaitan dengan praktik sewa-menyewa 
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indekos yang sedang dibangun di kecamatan Sukarame, Bandar 
Lampung. 
3. Data dan Sumber Data 
Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer (primary data) 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti.
15
 Dalam hal ini data primer 
yang diperoleh peneliti bersumber dari orang-orang yang mampu 
memberi informasi terkait praktik sewa-menyewa indekos 
khususnya pemilik indekos dan penyewa yang melakukan praktik 
sewa-menyewa dalam mekanisme sewa-menyewa indekos yang 
sedang dibangun. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang telah lebih dulu 
dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari 
peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan sesungguhnya 
merupakan data asli.
16
 Data sekunder yang diperoleh peneliti dari 
buku-buku, junal dan skripsi-skripsi yang mempunyai relevansi 
dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
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Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian mungkin 
beberapa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah 
laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.
17
 Dalam 
penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pihak pemilik indekos 
dan penyewa indekos yang melakukan praktik sewa-menyewa 
indekos yang sedang dibangun di kecamatan Sukarame Bandar 
Lampung yang peneliti temukan di antara tahun 2017-2019, yakni 
sebanyak 3 orang pemilik indekos dan 9 orang penyewa indekos. 
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan 
diteliti. Berdasarkan buku Susiadi yang menyebutkan apabila 
subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua. Jika objek 
lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%.
18
 
Berdasarkan populasi tersebut kurang dari 100 maka penulis 
mengambil sampel seluruh populasi yaitu 3 orang pemilik indekos 
dan 9 orang penyewa indekos yang sedang dibangun. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Sebagai usaha dan langkah dalam penghimpunan data untuk 
penelitian ini digunakan  beberapa metode, yaitu: 
 
a. Observasi 
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Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang 
dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-
gejala yang diselidik.
19
 Observasi yang dilakukan yaitu dengan 
mengamati mekanisme praktik sewa-menyewa indekos yang 
sedang dibangun yang dilakukan oleh penyewa dan pemilik 
indekos di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian 
yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih 




Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data-
data informasi terkait praktik sewa menyewa indekos yang sedang 
dibangun yang terjadi di kecamatan Sukarame, Bandar Lampung 
yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 
pihak-pihak yang terkait dan benar-benar melakukan transaksi ini. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal 
atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang 
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6. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 




a. Pemeriksaan Data (editing) 
Pemeriksaan data adalah pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 
masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. 
Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan 
yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, 
sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki
23
. 
b. Sistematika data (sistematizing) 
Sistematika Data (sistematizing) adalah bertujuan 
menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 
berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan 
pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda 
menurut kategori-kategori dan urutan masalah. 
 
 
7. Metode Analisis Data 
Analisa data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat 
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yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut 
pembahasan yang telah ditentukan. Yang kemudian berdasarkan 
analisis tersebut kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu 
kesimpulan yang dimulai dengan cara menjabarkan segala hal secara 
mendetail dan diakhiri dengan data atau fakta yang umum sebagai inti 
permasalahan. Dengan kata lain, menarik kesimpulan berupa fakta 
umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah dijabarkan 
sebelumnya. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan 
kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis 
dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang 
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A. Kajian Teori 
1. Pengertian Ijārah 
Ijārah secara bahasa berasal dari kata al-ajru yang arti menurut 
bahasa Arab ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa Indonesia yaitu 
ganti dan upah.
1
 Kata “ganti” di sini dimaksudkan merupakan suatu 
bentuk akad untuk mengambil manfaat (ajran) dengan suatu jalan 
penggantian. Sedangkan maksud “manfaat” di sini adalah berguna, 
yaitu suatu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama dalam 




Menurut Musthafa Dib Al-Bugha dalam bukunya yang berjudul 
Buku Pintar Transaksi Syariah menjelaskan ijārah adalah upah sewa 
yang diberikan kepada seseorang yang telah selesai mengerjakan suatu 
pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya tersebut. Menurut 
Musthafa untuk definisi di atas digunakan istilah-istilah ajr, ujrah, dan 
ijārah. Kata ajara-hu dan ājara-hu digunakan apabila seseorang 
memberikan imbalan atau upah atas suatu pekerjaan orang lain. Istilah 
ini hanya digunakan pada hal-hal yang negatif. Kata al-ajr (pahala) 
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biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah 
(upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.
3
 
Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam 
mendefinisikan ijārah, antara lain sebagai berikut: 
Pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikannya 
أ ِفأ ِف َت ْق ٍةأ زَت أ اْق ُعظْق َت أ ِف أ اْق َت ْق ِف أ َت ْق َت َت ٍةأ َت ْق ُع َت َت ٍةأ َت ْق ُع ْق َت ٍةأ ِف َت أ ُع ِف ْق ُع َت ْق ِف ُع   ُع ْق ٌد
Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. 
Kedua, ulama Syafi‟iyah mendefinisikannya: 
أ ا َت ْق ُع ْق الِفأ أ َت َت ْق ِف   َتظْق ِف َت ُعأ ا َّت َت اُع ِف َت َت أ َت ْق َت َت ِفأ ا َت ِف ِّى
Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, 
tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan 
dengan imbalan tertentu. 
 
Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan: 
أ ِف ِف َت ٍةأ أ ُع َت اَت ٍةأ ُع َّت َتأ َت ْق ُع ْق ٍة أ َت َت اِف ِفأ َت ْق ٍة   َت ْق ِف ُع
Artinya: Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam 




Berdasarkan beberapa pendapat para ulama di atas pada 
dasarnya terdapat persamaan di antara ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah, 
Malikiyah dan Hanabilah dalam menjelaskan ijārah menurut istilah, 
terdapat kata “manfaat”, “waktu tertentu” dan “imbalan” dalam setiap 
definisinya. 
Definisi ijārah dalam syara‟ adalah akad atas suatu manfaat 
yang diperbolehkan menurut agama, yang berasal dari benda tertentu 
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atau yang disebutkan ciri-cirinya dalam jangka waktu yang telah 




Dalam teknis perbankan, ijārah dikenal dengan Operational 
Lease, yaitu kontrak sewa-menyewa antara pihak yang menyewakan 
dengan pihak penyewa, di mana pihak penyewa harus membayar sewa 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan pada saat jatuh 




Dewan Syari‟ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
memberikan pengertian bahwa ijārah yaitu akad pemindahan hak guna 
(manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran 




Menurut Helmi Karim dalam bukunya yang berjudul Fiqh 
Muamalah menyatakan bahwa ijārah harus dipahami dalam arti luas, 
yang bermakna yaitu suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu 
dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.
8
 
Demikian pula Rozalinda dalam bukunya Fikih Ekonomi 
Syariah menyatakan ijārah merupakan transaksi terhadap manfaat  
suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-
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menyewa. Ijārah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan 




Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa 
ijārah merupakan suatu transaksi pemanfaatan suatu barang tertentu 
yang telah ditentukan waktu penggunaannya serta telah ditentukan pula 
jumlah suatu imbalan yang akan diberikan sebagai ganti dari manfaat 
tersebut. Apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka 
barang harus dikembalikan atau biasa kita sebut dengan sewa-menyewa 
yaitu suatu perjanjian dengan mana terdapat satu pihak yang 
mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kenikmatan dari suatu 










2. Dasar Hukum Ijārah 
a. Al-Qur`an 
1) QS. Az-Zukhruf: 32 
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ۡ  َت أ َتۡ  َتهُعمأ َّت ِف شَت َتهُعۡمأاِفيأٱۡاحَت َتٰ  ِفأ أاَتظَت أنَتۡح ُع أرَت ِّى َتَۚ ۡا َتتَت أرَت أَتهُعۡمأ َتۡ ظِف ُع الَت
هُعمأ َتۡ ٗض أ أ َتۡ ضُع ذَت ٖتأاِّى َت َّتخِف رَت َتٰ أ َتۡ ٖضأ َت هُعۡمأاَتۡ قَت اَتۡ  َت أ َتۡ ضَت رَت أ َت ۡن َت َۚ ٱا ُّ
أ ۡ ٞزأ ِّى َّت أ َتۡج َت ُع الَت أخَت أرَت ِّى َت ۡا َتتُع رَت ۗ أ َت  أ٣٢طُعۡخزِف ٗ
 
Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
Kami telah meninggikan sebagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 
mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. 
Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 




Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa Allah SWT. 
Telah membagikan sarana penghidupan bagi para hamba-Nya 
dalam kehidupan di dunia, karena manusia tidak dapat 
melakukannya sendiri, Allah SWT. juga telah meninggikan 
sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan dan 




Artinya banyaknya kebutuhan hidup manusia yang 
tidak dapat dipenuhi sendiri, di sisi lain ada yang mampu 
mendapatkannya, hal ini menjadikan setiap manusia harus 
mampu untuk menjadi makhluk sosial, yaitu mereka yang 
saling tolong-menolong dan butuh-membutuhkan. 
2) QS. Al-Baqarah: 233 
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ۡمأإِفذَت أطَت َّتۡ  ُعمأ َّت ٓأ أ َت َتۡ  ُع أ ُع َت حَت ۡمأاَتَلَت كُع  َت
ٓ  ْقأأَتۡ اَتٰ إِفاۡلأأَترَت  ُّۡمأأَتالأ َتۡظ َتۡزضِف ُع  َت
ِف زٞأ أ َت َتأ ِف َت أ َتۡ  َت ُع الَت أٱٱَّت ٓ  ْقأأَتالَّت ٱۡ  َت ُع َتأ َت ٱ َّت ُع  ْقأٱٱَّت أ َت ۡ زُع وِفۗ أ َت  َتۡ  ُعمأ ِفٲۡا َت
 أ٢٣٣
Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa 





Ayat di atas berkaitan dengan ijarāh, dalam hal ini 
tentang anjuran memberikan upah atas suatu pekerjaan, yaitu 
jasa menyusui. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, apabila 
ayah dan ibu sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang 
lain karena suatu alasan, maka si ayah yang menyusukan 





3) QS. Al-Kahfi: 77 
أاَتۡز َت ٍةأٱۡط َتۡط َت َت ٓأأَتۡه َتهَت أاَت َت َتۡ  ْقأأَتالأ ُعضَت ِّى ُع هُع َت أ ٓ أأَت َت َت ٓأأَتۡهلَت أإِفذَت اَتٲنطَت َت َت أاَت َّتٰ ٓ
أ ۡذتَت أاَت َّتخَت ۡئتَت أاَتۡ أ ِف أاَت لَت هُعۥۖ أاَت َتاَت  َت أأَتالأ َت  َتضَّت اَت َت َت َت أاِف هَت أ ِف َت ٗر أ ُعزِف  ُع
٧٧أ َت َتۡ هِفأأَتۡ ٗز   
 
Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga keduanya sampai 
kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu 
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oleh penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu 
tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya 
mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di 
negeri itu, maka Khidr menegakkan dinding itu.  Musa 
berkata: “jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil 
upah untuk itu”. (QS. Al-Kahfi [18]: 77)
15
 
Sama halnya dengan ayat sebelumnya, pada ayat di atas 
menjelaskan tentang upah-mengupah tentang manfaat suatu 
jasa pekerjaan. Khidr yang telah menegakkan dinding rumah, 
dapat mengambil upah atas jasanya tersebut. 
b. Al-Hadis 
Sabda Rasulullah SAW. dari Sa‟id bin Abi Waqas ra: 
ا ث  أ ث  الأ  أأ  أ    أا ث  أ ش  أ  أه ر الأ خ زن أ  زأ ه مأ
  أط  أ  أ ح  أ  أ  ز  أ  أ    ازا  أ  أ اح رثأ  أ
هش  أ  أ ح  أ  أ    ازا  أ  أ  يأا    أ  أط   أ  أ
أ  هأا ل ل كَت   أن زىأ:أ ظ بأ  أط   أ  أ   أ ا صأرض  أّللا 
أ أص يأّللا  أ ايأ  أ اشرعأا هيأرط لأّللا    رض   أ  يأ اظ 
ر  هأ   أ).أ   هأ ط مأ  أذا أ   زأن الأن ز ه أ ذهبأ   رق




Artinya: Diriwayatkan dari Usman bin Abi Saibah, diriwayatkan 
dari Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita Ibrahim 
bin Said dari Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman 
bin Al-Haris bin Hisyam dari Muhammad bin Abi Laibah 
dari said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia 
berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan 
membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah 
SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami 
agar membayar dengan uang emas atau perak”. (HR. 
Abu Daud). 
 
                                                     
15
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), h. 290. 
16






Hadist di atas memberikan gambaran bahwa praktik sewa-
menyewa pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Seperti 
menyewakan tanah, yang kemudian  terdapat suatu imbalan/upah 
atas sewa tersebut yang dalam hadist dijelaskan berupa pembayaran 
dengan emas dan perak. 
Sabda Rasulullah SAW dari Aisyah ra. Berkata: 
أ  أ اشأ،أخ زن أهش  أ  أ   ز:أا ث  أإ ز ه مأ  أ  ص
،هزي أ  ه أ،ر  أ ز قأ  أ اش ي  أ  أ  ئ ش أرضيأّللا 
أ   هأ ط  مأ    أ  زأر َلأ  أ:ا ات أص يأّللا    ط   زأ ا  ي 
أ  أ  يأ ا   ي،  يأ ا   ي أه    أ،أثم  أ،خز    ]أثمأ  أ  يأ   ي 
أا أغ ضأ    أا فأايأ لأ ا  صأ  أ، ا  هزأ  اه    :أ[ از  ت
أا أا  أ ا هأر ا    ه  أ،أا   ه،أ ه أ  يأ   أك   رأاز ش،  ئل
أا   ه  أ زأ ا   ه  أص  ح أ،      هأغ رأث رأ   أثَلثأا  ل
ا لأ ا  لأثَلثأا ر حَلأ  نط قأ  ه  أ   زأ  أاه ز أ  ا 
ر  هأ).أأا خ أ همأ ط لأ    أ ه أطز قأ اظ  ال، ا   ي




Artinya: Ibrahim bin Musa menyampaikan kepada kami, dari 
Hisyam bin Ma‟mar, dari az-Zuhri, dari Urwah bin az-
Zubair, dari Aisyah bahwa Nabi SAW., dan Abu Bakar 
pernah menyewa jasa seorang pemandu dari bani ad-Dil 
yang merupakan bagian dari bani Abd bin Adi. Orang 
tersebut pernah masuk dalam persekutuan keluarga al-
Ashi bin Wa‟il, dia juga masih memeluk agama yang 
dipeluk orang-orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar 
mempercayainya, lalu menyerahkan dua unta dan 
menyuruhnya untuk membawa kedua unta itu ke Gua 
Tsur setelah tiga malam. Kemudian (tiga malampun 
berlalu) dia membawa kedua unta itu (ke Gua Tsur) 
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pada pagi harinya. Nabi dan Abu Bakar pun memulai 
perjalanan bersama Amir bin Fuhairah dan pemandu 
dari bani ad-Dil tersebut. lalu pemandu itupun memandu 
mereka bertiga berjalan melewati dataran rendah 
Mekah menyusuri jalan pesisir pantai. (HR. Bukhari). 
 
Dalam hadist ini menjelaskan tentang praktik ijārah yang 
dilakukan pada masa Nabi SAW. yaitu sewa-menyewa dalam 
bentuk upah jasa, mengupah seseorang untuk menjadi penunjuk 
jalan. Hadist ini juga menunjukkan dibolehkannya seorang muslim 





Landasan ijma ialah semua umat bersepakat dan para ulama 
Islam bersepakat, mulai dari sahabat, tabi‟in dan imam empat 
sepakat disyariatkannya ijārah. Tidak ada seorang ulamapun yang 
membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang di 




Ibnu Qudamah rahimahullah menyatakan bahwa ulama dari 
seluruh generasi, mulai dari ulama klasik hingga ulama 
kontemporer sepakat dibolehkannya ijārah.
20
 Abu Bakar  al-
Asham, Ismail bin „Ulyah, al-Hasan al-Bashri, al-Qasyani, al-
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Nahrawani, dan Ibnu Kaisan mengatakan karena manusia 
membutuhkan manfaat sebagaimana membutuhkan benda dengan 
menggunakan akad jual beli. Tatkala akad jual beli diperbolehkan, 
maka wajib diperbolehkannya akad ijārah terhadap manfaat.
21
 
d. Fatwa DSN 
Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Ijārah merupakan fatwa yang mengatur mengenai 
ijārah. Ketentuannnya adalah sebagai berikut:
22
 
1) Rukun dan Syarat Ijārah: 
a) Sigat ijārah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara 
verbal atau dalam bentuk lain. 
b) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi 
sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. 
c) Objek akad ijārah adalah: 
(1) Manfaat barang dan sewa; 
(2) Manfaat jasa dan upah. 
2) Ketentuan Objek Ijārah: 
a) Objek ijārah adalah manfaat dari penggunaan barang 
dan/jasa. 
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 
dilaksanakan dalam kontrak. 
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c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan 
(tidak diharamkan). 
d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 
dengan syariah. 
e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa 
untuk menghilangkan jahalāh (ketidakjelasan) yang akan 
mengakibatkan sengketa. 
f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, 
termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan 
spesifikasi atau identifikasi fisik. 
g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 
nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. 
h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jassa (manfaat 
lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak. 
i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah 
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. 
e. Kaidah Fikih 
Kaidah fikih ijārah dinyatakan oleh Ibnu Taaimiyah 
sebagaimana yang dikutip oleh A. Djazali dalam bukunya yang 
berjudul Kaidah-Kaidah Fikih menjelaskan bahwa: 





Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh 




Maksud dari kaidah di atas adalah menjelaskan bahwa 
segala bentuk transaksi muamalah yang dilakukan oleh manusia 
pada dasarnya adalah diperbolehkan, seperti sewa-menyewa, jual-
beli, gadai dan lain sebagainya. Kecuali ada suatu dalil khusus 
yang melarang bentuk muamalah tersebut, misalnya transaksi 
muamalah yang mengandung riba, gharar, dan lainnya yang 
menimbulkan kemudharatan. 
Dengan adanya dasar hukum tentang ijārah sebagaimana 
yang telah diterangkan di atas, baik melalui dalil Al-Qur‟an, 
Hadits, Ijma, Fatwa DSN serta Kaidah Fikih, menunjukkan bahwa 
diperbolehkannya transaksi ijārah sangatlah kuat.  
3. Rukun dan Syarat Ijārah 
Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijārah adalah ijab dan kabul, 
antara lain yang menggunakan kalimat: al- ijārah, al-isti‟jar, al-iktira‟, 
dan al-ikra. 




a. Rukun Ijārah 
1) Dua Orang yang Berakad (Āqidain) 
Yaitu mu‟jir dan musta‟jir, merupakan orang yang 
melakukan akad ijārah. Mu‟jir adalah yang memberikan upah 
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dan yang menyewakan, musta‟jir adalah orang yang menerima 
upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
25
 
2) Ijab dan  Qabul antara Mu‟jir dan Musta‟jir 
Ijab dan qabul sewa-menyewa merupakan pernyataan 
dalam akad sewa yang diucapkan oleh mu‟jir dan musta‟jir. 
Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (mu‟jir) yang 
secara jelas memberikan pernyataan menunjukkan penyerahan 
suatu manfaat atas suatu barang, misalnya: ”Aku sewakan 
rumah ini kepadamu per-bulan Rp. 500.000,00”. Qabul adalah 
ucapan dari orang yang menyewa (musta‟jir) yang dengan jelas 
menunjukkan kesediaannya menerima manfaat atas suatu 
barang, misalnya “Aku terima sewa rumah tersebut degan 
harga demikian perbulan”. 
3) Upah Atau Imbalan (Al-Ujrah) 
Yaitu jumlah harga yang akan diberikan atas suatu 
manfaat yang disewa. 
4) Manfaat (Ma‟qud „Alaih) 
Yaitu objek ijārah. Baik manfaat dari suatu barang yang 
disewa atau jasa dari orang yang bekerja. 
b. Syarat Ijārah 
1) Syarat Terbentuknya Akad (Syarth al-In‟iqad) 
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Syarat in‟iqad adalah syarat yang harus dipenuhi agar 
akad sewa-menyewa sah dipandang syara‟. Apabila syarat ini 
tidak dipenuhi, maka akad sewa-meyewa menjadi batal. 
Menurut Hanafiyah mensyaratkan tiga hal, yaitu syarat yang 




a) Syarat Aqid (Orang Yang Melakukan Akad). 
Aqid harus berakal dan mumayiz. Berarti para pihak 
yang melakukan akad ijārah harus sudah cakap bertindak 




Menurut Sayyid Sabiq kedua belah pihak 
disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal 
dan dapat membedakan. Apabila salah seorang yang 
melakukan akad tersebut gila atau merupakan anak kecil 
yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak 
sah. Mazhab Imam Syafi‟i dan Hambali pun menambahkan 
yaitu baligh, menurut mereka akad yang dilakukan anak 
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Berbeda dengan pendapat mazhab Imam Syafi‟i dan 
Hambali, di kalangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah 
berpedapat bahwa transaksi yang berkisar antara manfaat 
dan mengandung risiko, seperti jual beli, ijārah, musaqah. 
syirkah, dan sejenisnya. Terhadap transaksi jenis ini sah 
dilakukan oleh anak-anak yang mumayiz, menurutnya akad 




b) Syarat Akad (Ijab dan Qabul) 
Shigat yang terdiri dari ijab dan qabul pada akad 
ijārah bisa menggunakan setiap lafadz yang menunjukkan 
transaksi sewa-menyewa baik dengan lisan, tulisan ataupun 
dengan sarana modern.
30
 Perlu dipahami dari kitab-kitab 
Mazhab Syafi‟iyah, bahwa transaksi ijārah boleh 
dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya 
(mu‟ātah) jika sudah menjadi kebiasaan. Namun, jika 
belum menjadi kebiasaan, hal itu tidak diperbolehkan.
31
 
Dalam melakukan ijab dan qabul ada beberapa 
syarat yang harus diperhatikan. Pertama, jelas 
menunjukkan ijab dan qabul, artinya masing-masing dari 
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ijab dan qabul jelas menunjukkan maksud  dan kehendak 
dari kedua orang yang berakad. 
Kedua, bersesuaian antara ijab dan qabul. 
Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap apa yang 
disewakan. Maksudnya penyewa menerima apa yang 
diijabkan (dinyatakan) oleh pemilik sewa. Bila penyewa 
mengatakan “saya sewakan kepadamu rumah ini dengan 
harga lima ratus ribu rupiah”, lalu penyewa menjawab 
“saya terima sewa rumah ini dengan harga lima ratus ribu 
rupiah”, maka ini sah, apabila penyewa menjawab “saya 
terima sewa rumah ini dengan harga empat ratus ribu 
rupiah”, maka tidak sah karena terdapat perbedaan antara 
ijab dan qabul. 
Ketiga, bersambungan antara ijab dan qabul. 
Artinya, antara kalimat ijab dan kalimat qabul tidak 
berselang waktu yang lama, serta terjadi pada satu tempat 
yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan.
32
 Pada 
ijārah tidak boleh disangkutpautkan dengan urusan lain 
dan terjadi kesepakatan bersama.
33
 
Dalam masalah bersambungan ijab dan qabul ini 
terjadi perbedaan pendapat ulama. Hanafiyah dan 
Malikiyah dalam masalah ini berpendapat, antara ijab dan 
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qabul boleh saja diantara oleh waktu sehingga pembeli 
dapat berpikir dengan baik. Namun, Syafi‟iyah dan 
Hanabilah berpendapat jarak antara ijab dan qabul tidak 
boleh terlalu lama yang menimbulkan dugaan terjadinya 
perubahan terhadap objek akad.
34
 
c) Syarat Ma‟qud „Alaih (Objek Akad) 
Pertama, manfaat yang disewakan adalah yang 
dibolehkan secara syara‟. Wahbah Az-Zuhaili dalam 
bukunya yang berjudul Fiqh Islam menjelaskan bahwa 
manfaat yang dijadikan objek ijārah harus dibolehkan oleh 
syara‟. Seperti menyewa rumah untuk ditempati, kitab 
untuk dibaca, dan lain sebagainya. Syarat ini juga 




Kedua, objek yang disewakan dapat 
diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya. Menurut 
kesepakatan fuqaha, akad ijārah tidak dibolehkan terhadap 
sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Hal demikian agar 
orang yang menyewa (musta‟jir) dapat menikmati 
manfaatnya. Jika orang yang menyewakan (mu‟jir) tidak 
sanggup menyerahkan manfaat (objek yang disewakan), 
baik secara fisik maupun secara syar‟i, maka transaksi 
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 Dasar ketentuan ini sebagaimana sabda 
Rasulullah SAW. berikut ini: 
أ يَت أ َت َتحْق رِف ْقضَت أإِف ْق ِفأ ْق ُع ثَت َت أ َت ْق ُعّللاَّت أأَت ِفيأ َت ْق َت َتأاَت َّت أ ْق ُع زِف ثَت َت أأَت ُع أ َت ْق  اَت َّت
أ أ ْق ُع هَت ْقزُع ثَت ِفيأسُع أ اَّتهِفأحأ أاَت َّت أ ُع َت ْق ِف طَت  َت َتأ َت ْق
أأُع أ ُع ْق أ َت أطَت ِف ْق ٍة  ْق ُع
ثَت ِفيأ ِفأاَت َّت أّللاَّت أ ُع َت ْق ِف أ َت ْق أطَت ِف ْق ٍة ثَت َت أ َتحْق َت أ ْق ُع بٍةأ َت ا َّت ْقظُعأاَتهُعأاَت َّت زْق اَت
جِفأأأ زَت  ْق
َت أ ْلْق أ َت ْق نَت  ِف أ اشِّى أ:أ َت أأَت ِفيأهُعزَت ْقزَت َتأاَت لأأ  ُع ْق لُع طُع ْق نَتهَت أرَت
رِفأ زَت  َت
أ َت ْق ِفأ اْق َت  ِفأ َت َت ْق حَت
أ َت ْق ِفأ اْق مأ َت ْق
طَت   أ َت َت ْقهِفأ َت ِفأصَت َت أّللا  .ّللا 
37  
Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar 
bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin idris dan yahya bin Sa‟id serta Abu 
Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari 
jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin 
Harb sedangkan lafazh darinya, telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‟id  dari 
„Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az-
Zainal dari Al A‟raj dari Abu Hurairah berkata: 
“Rasulullah SAW. melarang jual beli hashah 
(yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan jual 
beli gharar”. (HR. Muslim). 
 
Berdasarkan hadits di atas menjelaskan larangan 
dalam melakukan akad ijārah terhadap sesuatu yang  
bersifat gharar, yaitu jual beli yang tidak memenuhi 
perjanjian dan tidak dapat dipercaya, tidak diketahui 




                                                     
36
 Mustafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah..., h. 151. 
37
 Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi Al-Naisaburi, al-Jami‟ al-
Shahih, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr), h. 714. 
38
 Efa Rodiah Nur, Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi 





Asas umum yang menjelaskan bahwa objek akad 
harus dapat dipastikan apakah dapat diserahkan merupakan 
hasil penyimpulan dari ahli hukum Hambali. Namun, para 
ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menanggapi 
asas hukum dari kedua hadits di atas. 
Mayoritas ahli-ahli hukum Islam menyimpulkan 
bahwa objek akad harus ada pada saat akad ditutup. Ahli 
hukum Hanafi menegaskan bahwa syarat objek akad di 
antaranya, yaitu objek akad ada pada saat akad ditutup, 
sehingga tidak terjadi akad terhadap suatu barang yang 
tidak ada. Sedangkan dari golongan ahli hukum Syafi‟i, 
mengatakan bahwa tidak dibenarkan akad terhadap objek 
yang tidak ada, seperti buah yang belum jadi, hal ini 
berdasarkan hadits Rasulullah SAW. tentang gharar 
sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.
39
 
2) Syarat Sahnya Ijārah (Syarth ash-Shihhah) 
Untuk syarat sahnya ijārah maka harus dipenuhi 
beberapa syarat yang berkaitan dengan pelaku akad (aqid), 
objek akad (ma‟qud „alaih), dan upah atau imbalan (ujrah). 
Dengan demikian syarat-syarat sahnya ijārah adalah sebagai 
berikut: 
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a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan 
akad. 
Dalam hal ini harus ada keridhaan atau kerelaan 
antara penyewa dan pemilik sewa dalam melakukan akad. 
Jika salah satu pihak ada yang tidak rela dan dipaksa untuk 
melakukan akad ijārah, maka tidak sah.
40
 Syarat ini 
diterapkan juga sebagaimana dalam akad jual beli. Allah 
SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisā‟ ayat 29 yang 
berbunyi: 
ٓأأَتالأ أإِف َّت لِف طِف اَت ُعمأ َتۡ  َت ُعمأ ِفٲۡا َتٰ أ َتۡ كُع ُعٓ  ْقأأَتۡ  َتٰ أ َت  َت ُع  ْقأ َت َت ُّهَت أٱاَّتذِف  َت  ٓ  َتٰ
أ َتأكَت الَت أٱٱَّت أإِفالَّت ۡمَۚ أ َتۡ  ُع ُعٓ  ْقأأَتن ُعظَت ُع أ َت َت ۡمَۚ زَت ًأ َت أ َتزَت ٖ أ ِّى  ُع أ ِفجَتٰ  َت ُع الَت
اِف ٗ   ۡمأرَت أأ٢٩أ ِف ُع
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman janganlah 
kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 




b) Hendaknya objek akad diketahui sifatnya guna 
menghindari perselisihan. 
Kejelasan dalam objek akad adalah dengan cara 
mengetahui kejelasan sifat-sifatnya, kemudian menjelaskan 
masa sewa, seperti sebulan atau setahun atau lebih atau 
                                                     
40
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., h. 19. 
41
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit 





kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan jika 
merupakan ijārah atas suatu pekerjaan.
42
 
(1) Penjelasan tempat manfaat, yaitu dengan mengetahui 
barang yang disewakan, jika ada orag berkata, “Saya 
sewakan salah satu dari rumah ini atau salah satu dari 
kendaraan ini”, maka hukum akad ini tidak sah. 
(2) Penjelasan masa waktu, yaitu penentuan masa sewa. 
Menurut Syafi‟iyah sebagaimana yang dijelaskan 
Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, menjelaskan 
bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang 
wajib disebutkan. Karena dengan tidak adanya 
penentuan masa akan menyebabkan ketidak jelasan 
waktu sehingga objek ijārah pun menjadi tidak jelas. 
(3) Penjelasan objek, yaitu pemilik barang harus 
menjelaskan secara segala hal-hal yang berkaitan 
dengan objek kepada penyewa, hal ini karena dengan 
ketidakjelasan objek akan menyebabkan perselisihan.
43
 
c) Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara hakiki 
maupun syara‟. 
Jumhur Ulama sepakat bahwa tidak boleh 
melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak dapat 
diserahkan, baik secara nyata (hakiki), misalnya 
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menyewakan binatang yang lepas dari kandang, dan secara 




d) Manfaat objek ijārah dibolehkan secara syara‟. 
Yaitu tidak boleh menyewa suatu manfaat untuk 
suatu maksiat, seperti menyewakan manfaat atas suatu 
barang atau menyewa seorang atas suatu pekerjaan yang 
dilarang oleh agama. Seperti, seseorang yang menyewa 
seorang untuk membunuh, atau menyewakan rumahnya 
kepada orang yang menjual minuman keras atau untuk 
dijadikan tempat bermain judi, maka akan menjadi fasid. 
Karena semua itu diharamkan dan termasuk ke dalam 
kategori memakan uang manusia dengan batil.
45
 
3) Syarat Berlakunya Akad (Syarth an-Nafaadz) 
Untuk berlakunya (nafaadz), akad ijārah disyaratkan 
yaitu diantaranya harus telah memenuhi syarat kecakapan 
(ahliyah) untuk bertindak hukum dan memiliki kekuasaan atau 
hak milik atas suatu barang yang disewakan (al-wilaayah) 
untuk melaksanakan perbuatan hukum.
46
 Akad ijārah yang 
dilakukan oleh seorang fudhuli (orang yang membelanjakan 
harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak 
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ada kepemilikan atau hak kuasa, dan menurut Hanafiyah dan 
Malikiyah statusnya mauquf (ditangguhkan) menunggu 
persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi‟iyah 
dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.
47
 
4) Syarat Mengikatnya Akad Ijārah (Syarth Luzum) 
Agar akad ijārah mengikat ada dua syarat, sebagai 
berikut: 
a) Barang yang disewa Tidak Cacat Sehingga Merusak 
Manfaatnya. 
Hendaknya suatu objek sewa terhindar dari cacat 
(„aib) yang dapat menghalangi pemanfaatan dari objek 
sewa tersebut. apabila terdapat cacat („aib), maka penyewa 
(musta‟jir) boleh untuk memilih antara meneruskannya 
dengan pengurangan uang sewa atau memilih untuk 
membatalkannya.
48
 Misalnya, sebagian tembok rumah 
yang disewa runtuh, genteng rumah rusak dan lain 
sebagainya. 
b) Tidak Ada Alasan yang Membolehkan Mem-Fasakh 
(Membatalkan) Ijārah. 
Ijārah menjadi mengikat apabila tidak terdapat 
sesuatu udzur yang membolehkan mem-fasakh 
(membatalkan) ijārah. Menurut Ulama Hanafiyah 
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sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili 
dalam bukunya, menerangkan ijārah dapat di-fasakh 
dikarenakan adanya udzur. Udzur  atau alasan yang 
dimaksud yaitu sesuatu hal yang menyebabkan kerugian  
bagi pelaku akad jika  ijārah diteruskan.
49
 
Ulama Hanafiyah membagi udzur  yang dapat 
mewajibkan fasakh menjadi tiga. Pertama, udzur dari pihak 
penyewa, seperti penyewa bangkrut atau pindah pekerjaan. 
Kedua, udzur dari pemilik barang sewa, misalnya jika ia 
tertimpa hutang yang besar dan baru dapat terlunasi dengan 
menjual barang yang akan disewakan tersebut. Ketiga, 
udzur dari objek sewa, seperti seseorang menyewa kamar 
mandi untuk dijadikan bisnis di sebuah perkampungan, 




c) Syarat Ujrah (Upah) 
Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa imbalan sewa atau 
upah atas suatu pekerjaan harus berbentuk harta yang 
mempunyai nilai dan jelas diketahui baik dengan 
menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.. 
Dalam menentukan bayaran juga disyaratkan harus sesuai 
mengikuti kebiasaan yang berlaku.  
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Artinya, sewajarnya untuk mengikuti kebiasaan 
(„urf) yang sering terjadi dalam masyarakat dalam hal 
memberikan upah atau imbalan. Hal ini dijelaskan pula 
oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan: “Jika seseorang 
mengendarai binatang sewaan, atau masuk ke dalam 
kamar mandi umum, atau memberikan pakaian atau 
makanan kepada seorang pencuci pakaian dan 





4. Sifat dan Konsekuensi Hukum Ijārah 
a. Sifat Ijārah 
Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dijelaskan oleh 
Wahbah Az-Zahaili dalam bukunya yang berjudul Fiqh Islam Wa 
Adillatuhu menerangkan bahwa ijārah merupakan akad lazim 
(mengikat), namun diperbolehkan untuk dibatalkan (fasakh) 
dengan adanya suatu alasan (udzur). Sedangkan menurut Jumhur 
Ulama ijārah merupakan akad lazim (mengikat) yang tidak dapat 
dibatalkan (fasakh) kecuali adanya sesuatu hal yang dapat 
membatalkannya, seperti cacat atau hilangnya objek akad.
52
 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijārah menjadi batal 
(fasakh) dengan meninggalnya salah satu pihak, pendapat ini 
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sekaligus menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan peralihan 
manfaat atau upah dari seorang muwarits (orang yang mewariskan) 
kepada ahli waris. Namun Jumhur Ulama dari kalangan Malikiyah, 
Syafi‟iyah dan Hanabilah, ijārah tidak batal dengan meninggalnya 





b. Konsekuensi Hukum Ijārah 
Menurut Wahbah Az-Zuhaili konsekuensi hukum ijārah 
yang shahih adalah suatu penetapan atas hak kepemilikan atas 
manfaat yang diberikan kepada penyewa (musta‟jir) dan penetapan 
kepemilikan upah bagi pemilik barang (mu‟jir) sesuai yang telah 
disepakati. Sedangkan konsekuensi hukum ijārah yang tidak sah 
adalah apabila penyewa telah mengambil manfaat atas barang yang 
disewa maka wajib untuk membayar upah yang berlaku umum, 
yaitu tidak melebihi upah yang telah ditetapkan. Namun perlu 
diperhatikan bahwa hukum ini berlaku apabila ketidakabsahan 




5. Macam-Macam Ijārah 
Ijārah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sebagai 
berikut: 
                                                     
53







a. Ijārah ‘ala al-Manafi 
Ijārah „ala al-manafi atau yang biasa disebut dengan sewa-
menyewa merupakan ijārah yang objek akadnya adalah manfaat 






1) Syarat Tercapainya Ijārah Manfaat 
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam 
bukunya, bahwa tercapainya ijārah manfaat adalah dengan 
sedikit demi sedikit mengikuti muncul objek akad, yaitu 
dengan adanya manfaat. Sedangkan menurut ulama Syafi‟iyah 
dan Hanabilah tercapainya hukum ijārah adalah ketika akad.
56
 
Berkaitan dengan upah, menurut ulama Hanafiyah dan 
Malikiyah upah wajib dibayarkan dengan salah satu hal 
berikut: 
a) Jika disyaratkan menyegerakan upah dalam akad. 
b) Menyegerakan upah tanpa adanya syarat. 
c) Dengan mengambil manfaat (ma‟qud alaih). 
Jika terdapat kesepakatan bahwa upahnya tidak wajib 
diserahkan kecuali setelah habis masa ijārah, maka 
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dibolehkan. Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah bahwa 
ijārah itu adalah ijārah dzimmah  (ijārah dalam tanggungan), 
maka disyaratkan penyerahan upah pada saat akad karena 






2) Kewajiban mu‟jir menyerahkan barang setelah akad. 
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjelaskan bahwa 
pemilik tidak boleh menahan barang untuk menunggu 
upahnya, karena upah itu tidak wajib hanya dengan adanya 




3) Dibolehkan ijārah yang disandarkan pada masa yang akan 
datang. 
Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah 
yang dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, 
bahwa ijārah tercapai secara bertahap sesuai dengan 
tercapainya objek akad (manfaat) secara bertahap juga. Akad 
disandarkan pada waktu tercapainya manfaat atas objek akad. 
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Kebolehan ini karena alasan darurat (kebutuhan).
59
 
Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi: 
أ َت ْقأ رَت ِفأسِفأ اح َت َت ُعأ َت ْقشِفلُع زُع ْق أ  خَت صَّت ًأ،اَت َتأ اضَّت أ َت  َّت ًأكَت أنَتتْق  
Artinya: Kebutuhan itu dapat menempati tempatnya dharurat 




Menurut ulama Syafi‟iyah menyandarkan ijārah „ain 
(sewa barang) pada barang yang akan ada di masa yang akan 
datang adalah tidak sah, karena harus ada objek akad pada 
saat akad dilangsungkan, jika tidak maka barang itu seakan-
akan barang yang berdiri sendiri.
61
 
b. Ijārah ‘al-amal Ijārah 
Ijārah „al-amal ijārah atau yang biasa disebut dengan upah-
mengupah merupakan ijārah yang objeknya adalah amal atau 
pekerjaan dari seseorang. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul 
Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam menjelaskan bahwa   
ijārah atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad 
ijārah yang mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu 
pekerjaan tertentu. Ijārah jenis ini diperbolehkan seperti buruh 
bangunan, tukang pijat, tukang jahit, dan lain-lain.
62
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Orang yang disewa (ajir) ada dua macam, yaitu pekerja 
khusus (ajir khash) dan pekerja umum (ajir musytarak). Pekerja 
khusus merupakan pekerja yang bekerja hanya pada satu orang. 
Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk banyak 
orang, pekerja umum boleh bekerja kepada orang lain juga, tetapi 




6. Hak dan Kewajiban Mu’jir dan Musta’jir 
Antara pihak penyewa (musta‟jir) dan pemilik barang (mu‟jir) 
pada dasarnya memiliki kepentingan yang sama, keduanya dalam 
melakukan akad ijārah memiliki suatu hubungan timbal balik yang 
akan memberikan keuntungan kepada penyewa maupun pemilik 
barang. Sehingga terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di 
dalamnya. Hak dan kewajiban itu adalah sebagai berikut: 
a. Kewajiban Pemilik Barang (Mu’jir)64 
1. Menyerahkan barang yang disewa kepada penyewa (musta‟jir) 
2. Memelihara barang yang disewakan untuk dapat dipakai 
sebagai pemenuhan akad. 
3. Memberikan kepada penyewa (musta‟jir) kenikmatan atau 
kenyamanan dari barang yang disewakan selama 
berlangsungnya penyewaan. 
b. Kewajiban Penyewa (Musta’jir)65 
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1. Membayar imbalan atas manfaat, sebagaimana yang telah 
disepakati. 
2. Memelihara barang yang disewa agar tidak terjadi kerusakan 
oleh si penyewa. 
3. Mengembalikan barang sewa apabila telah habis jangka waktu 





7. Batal Dan Berakhirnya Ijārah 
Menurut ulama Hanafiyah, ijārah merupakan akad lazim yang 
boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut didasarkan pada asalnya, bukan 
didasarkan kepada pemenuhan akad. Sedangkan ulama Malikiyah, 
Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing tidak 
dapat membatalkan ijārah secara kecuali jika ada sesuatu alasan. 
Seperti, hilangnya manfaat ijārah.
66
 




a. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Nasrun Haroen dalam bukunya bahwa, batal atau berakhirnya 
                                                                                                                                               
65
 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),  h. 424. 
66
 M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah 
Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, Dalam Jurnal Al-Adalah Vol.14, No.2, Tahun 2017, 
h.500. 
67





ijārah adalah jika terdapat udzur. Udzur-udzur yang dapat 
membatalkan ijārah menurut Jumhur Ulama yaitu apabila 
objeknya mengandung cacat atau manfaat yang yang menjadi 
tujuan akad hilang, seperti rumah yang kebakaran atau banjir. 
b. Tenggang waktu yang telah disepakati pada akad ijārah telah 
berakhir. Hal ini apabila yang disewakan itu berbentuk rumah, 
maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan 
apabila ijārah berbentuk jasa atau pekerjaan seseorang, maka ia 
berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh para 
ulama fiqh. 
c. Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana yang dijelaskan oleh 
Nasrun Haroen dalam bukunya bahwa, dengan meninggalnya 
salah satu pihak yang berakad menurut mereka tidak dapat 
diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, ijārah tidak batal 
dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, hal ini 
karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan, dan ijārah 
sama dengan akad jual-beli, yaitu sama-sama mengikat kedua 
pihak yang berakad. 
 
8. Pengembalian Objek Ijārah 
Apabila masa yang telah ditetapkan dalam akad ijārah dalam hal 





berkewajiban untuk mengembalikan objek sewa kepada pemilik 
barang (mu‟jir). 




a. Apabila barang yang menjadi objek sewa merupakan barang yang 
bergerak maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang itu 
kepada pemilik objek sewa dengan menyerahkan langsung barang 
tersebut. Misalnya, sewa-menyewa kendaraan. 
b. Apabila objek sewa-menyewa tergolong sebagai barang yang tidak 
bergerak, maka penyewa (musta‟jir) berkewajiban 
mengembalikannya kepada pemilik (mu‟jir) dalam keadaan 
kosong. Maksudnya tidak terdapat atau tercampur harta milik 
penyewa. Misalnya, sewa-menyewa rumah. 
c. Apabila yang menjadi objek sewa-menyewa adalah barang yang 
berwujud tanah, maka penyewa (musta‟jir) wajib menyerahkan 
tanah tersebut kepada pemilik (mu‟jir) dalam keadaan tidak 
terdapat tanaman penyewa di atasnya. 
Menurut mazhab Hambali sebagaimana yang dikutip oleh 
Suhrawardi dalam bukunya, menambahkan bahwa “manakala ijārah 
telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada 
kemestian untuk mengembalikan atau menyerahterimakannya, seperti 
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barang titipan karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan 
sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahterimakannya.”
69
 
Menurut Suhrawardi menjelaskan bahwa pendapat yang 
dikemukakan oleh mazhab Hambali sebagaimana yang telah 
diterangkan di atas, dapat diterima dikarenakan dengan berakhirnya 
masa sewa yang telah ditetapkan dalam akad, maka dengan sendirinya 
perjanjian ijārah yang telah mengikat menjadi berakhir. Dengan 
demikian tidak diperlukan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan 
ijārah, dengan terlewatinya masa yang telah ditetapkan, maka dengan 




B. Tinjauan Pustaka 
Penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari 
penelitian yang ada sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang 
menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian ini adalah penelitian-
penelitian yang terkait membahas tentang sewa-menyewa (ijārah). di 
antaranya yaitu: 
Pertama, skripsi dari Dendi Purwagandi yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Rumah Kontrakan di 
Desa Situgadung Kabupaten Tangerang”. Skripsi ini memiliki fokus 
penelitian: Bagaimanakah mekanisme serta prosedur dalam melakukan 
akad sewa-menyewa rumah kontrakan di daerah Situgadung? 
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Bagaimanakah solusi jika terjadi pelanggaran kontrak? Apakah penentuan 
harga sewa sudah sesuai dengan manfaat yang diterima? Hasil dari 
penelitian tersebut adalah: bahwa proses sewa-menyewa yang terjadi di 
Situgadung melalui akad yang dilakukan secara lisan antara penyewa dan 
pemilik rumah kontrakan, isi perjanjian sewa-menyewa tidak dijelaskan 
secara detail dalam bentuk tulisan, sehingga dalam praktiknya, sering 
terjadi pelanggaran perjanjian, seperti telat membayar uang sewa sampai 
ada juga yang melakukan pelanggaran asusila, maka dari itu beberapa 




Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khikmah Nurul Hidayah, 
dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 
Sewa-Menyewa (Ijarah) Dengan Sistem Pembayaran Uang Muka Dalam 
Penyewaan Kamar KOS (Studi Kasus di Kembang Arum Kelurahan 
Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)”. Dalam hasil penelitiannya, 
dapat disimpulkan bahwa, pembayaran kos-kosan dibayar dengan sistem 
uang muka yaitu pembayaran di awal. Pembayaran uang muka pada sewa-
menyewa kamar kos yang ada di Kembang Arum adalah diperbolehkan 
asalkan segala urusan sesuai dengan ketentuan hukum islam dan tidak 
mempersulit upaya dalam pelaksanaanya.
72
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Ketiga, skripsi dari Diyan Puspitasari yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Perpanjangan Sewa Kos 
Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus di Rumah Kos Graha Putri Nagoya 
Kec. Sukarame Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian tersebut 
menjelaskan bahwa sistem perpanjangan sewa di kos Graha Putri Nagoya 
tidak dijelaskan pada perjanjian awal namun dalam praktik penyewa harus 
memberikan persenan 30% sebagai uang muka perpanjangan kos, 
sehingga ketentuan tentang sistem perpanjangan sewa koss yang diberikan 
oleh pemilik kos ini belum sesuai dengan hukum Islam khususnya pada 
akad perjanjiannya dimana ketentuan tentang jumlah persenan dan waktu 
pengosongan kos tidak diperjanjikan di awal akad.
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, pembahasan 
mengenai praktik sewa-menyewa sangat penting untuk menjadi 
pendukung dalam skripsi ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya adalah titik fokus sesuatu yang diteliti. Penelitian sebelumnya 
hanya membahas terkait prosedur atau mekanisme praktik sewa-menyewa. 
Sedangkan penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai praktik sewa-
menyewa yang berfokus pada perjanjian dan syarat objek akad dalam 
sewa-menyewa, yakni berfokus pada indekos yang sedang dibangun 
                                                                                                                                               
Kembang Arum Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga)”, Skripsi Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah Fakultas Syaariah IAIN Salatiga, Diterbitkan 2017. 
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